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SEJARAFI I(ODIFII{,qSI - I(ODIFII(ASI HUI(UIM DAN

UN)FIKAS} HUI(UM PIDANA DI INDONESIA

Oleh : Mas'ad Ma'soem, SH.

Bab l. Pcngertlan hukum, aturan dan kodlfikacl.

Hamplr semua ahll hukum nremberlken deflnlsl yang borbeda satu sama
laln mengonai apa yang dimgksud dengan hukum ltu, hel ltu terutama dtse-
babkan sangat banyaknya segl-segl dan bentuk sarta ronget luasnya hukum
itu sehingga tldak mungkln la cilrumuskan dldalem 6uatu rumusan yang mo-
muaskan. Aken tetapl lazlmnye para sarjsne itu memberlkan pongertian terhedap
hukum ltu oebagal rangkalan norme-norma yang menguasai tingkah laku
manusla dalam pergaulan hidup berrnaeyarakat, Adapun norma-norma ltu ads
kalanya tlmbul darl kebiasaan-kcbiasaan (adst isti8dat) yang berlaku dika-
langan masyarakat ltu sendlri, edakalanya juga tlmbul karena adenya keputus-
an-keputusen yang dlbuat olch haklm delam mengadlll suatu parkara yang
lazlmnya juga dlsebut jurls prudentle den adekalenys norms-norma itu ber-
sumber dari aturan-aturan ysng dlbuat/dltotapkan oleh pejabat-pejabat yang
dibori wowenang untuk ltu, sep.rtl undang-undeng dasar, undang-undang
psraturan-peraturan pernerlntah dsb. dsb. Ketlga hal tersebutlah {adat bebi-
asaan, yurlsprudentie den aturan-aturan porundang-undangan) yang lazim
dleebut dengan eumber-sumber hukum, Dari ketlga sumber hukum tadl maka
aturan perundang-undanganlah yang merupakan sumber hukum yang paling
dlutamakan darlpada sumb€r-sumber hukum yang lainnya mriiurut pasal 1s
Algcmeene bepalingen van wetg€vlnS (AB), karcna aturan perundang-undang
an Inilah yang merupakan ukufan untuk men€ntukan ssh atau tldaknya kepu-
tusan-koputusan haklm maupun adat keblasaan masyarakat ltu. Artlnya, suatu
keputuson haklm itu baru dipandang sah selama ta tidak bertentangan dengan
undang-undang. demlklan juga kebiasaan rakyat ltu dapat berlangsung terus
sebagal hukum selama ia tldak bsrtentangsn/tldrk mengurangl kekuasaan
aturan undang-undang.

Akan tetapi didalam praktek ketontuan yang demlkian itu sorlngkali diebaikan
para hakim ateu pejabat la!n, karena nyatenya banyak koputusan haklm yang
bersifat contralegem (bartentangen dengan undang-undang) tohtetap be!'lsku
srh, demlklan juga banyak keblasaan-keblasaan yang berlaku dtkalangan
rakyat dapat mangurangl kekuasaan berlakunya undang-undang. Contoh darl
pada keputusan-keputusan yang berslfat con ra legem ltu al. Keputusan
pengadllan tcrtlnggi dinegorl Belanda (HoogeRaad) tgl. 2O*Mel-1921. yaitu
mcngenal perkara seorsng yang dituduh molekukan pencurlan allran llstrik, la
bcrsalah melanggar pasal 310 KUHP negarl Eolanda (sama dengan pasal 362
KUHP lndonesla). Sebenornya apa yang dilakukan tertuduh itu bukanlah per-
buatan mencurl sepertl yang diterangkan dalam pasal tsb, karena tertuduh
telah menjadl langganan yang sah darl porusahaen llstrlk dengan mengguna-
kan alat poncatat/meteran, sehlngga ia berhak mrnggunakan allran listrlk itu
sesual dengan kobutuhEnnya berapa saja, Tetapl dla hanya melakukan perbu-
atan yang mengacaukan bekorjanya alat metersn tahadt, sehlngga alat itu
tidak dapat bekerja sebagaimana mestlnya; artinya jumhh aliran/stroom yang
sobenarnya dlgunakan tldak scsual dengan catatan yang dlbuat oleh alat pen
catat/meteran ltu, dan caranya lalah dengan menusukkan jarum pada alat
metetan tadl, Perbuatan inl boleh dlumpamekan oralg yang membell sessatu
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barang dan la dibolehksn mengan
tetapl kemudian tanpa pengetahui
pada b8haglsn tlmbangan yang dl
sehingga bobotnya lebih berat da
yang dltimbang tentu lebih besar
Itu sendiri, misalnya dalam timbat
mlah barang yang sebenarnya t6n
benarnya belum diatur dicja!gm Kl
dengan demlklan keputusan hakin
ayat 1 KUHP yang msngstskan: '

cuall atas kekuatan aturan pidana

ada, sebelum pefbuatan dllakukan

Dalam lapangan ketata negaraan
yang contra legem, misalnya padr

bantuk kabinet kerja dengan mer

Soekarno yaltu dlrlnya sendlrl sebr

ngan pasal 51 / 1 UUDS 1950.

Demlkian iuga adat kebiasaan sat

kan undang-undang. Mlealnya Kq

Yang dltuduh melanggar ketentua

dalam keadaan vsng inencurigaks!
itu ternyata porbuatan tertuduh di
Karena perbuatln ltu dllakukan tr
sapi itu, sehingga perbuatanrrya ltt
(menurut ajaran matoriel mengend
Dcmiklan juga putusan pengadilan
tgl 22-9-1931. mengenai perkara
ken bigaml molanggar pasal 279 |
tuduhan karena ternyata ikatan pd
ma itu telah putus/dlputuskan dcq
itu, dan ternyata sirih itu dlterlma'
kebiasaan yang berlaku dikalangan
6rtl menerlma pormlntean ceral dar
;tu telah terjadl.

Suatu aturan lalah suatu ran
ditatapkan/dibuat:b.lsh salah satu
annya dongan tujuan untuk menyel
dup berrnasyarakat. Jika rangkalan
lapangan hukum misalnya iapanga
hukum dagang, hukum acara pidan
nyeluruh maka aturan ltu dlnamakr
dengan buku hukum/kitab hukum.

Contoh dari kodifikasi itu ialah :
HP), Kltab Undang-undang Hukum
Oagang (KUHD) dan tain-falnnya.
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bareng dan la dibolehkrn rnengambil dengan menimbang barang ltu sendlrl,

tetapi kemudian tanpa pongeiahuan penjualnys ia meletakkan ssbuah benda

psda bah6gisn tlmbangan yang dipakat untuk menampatkan ansk timbangan

cehlngga bobotnya leblh berat 
'darl 

oacja mestinya, sehingga jumlah barang

yang dltimbang tentu lebih besar dari pada yang dituniukkan oleh tlmbangan

Itu sendiri, miaalnya dalam timbangan menunjukkan jumlah 2 kg, nreka ju-

mlah bsrang yang sebenarnya t€ntu lebih besar dari ltu. Perbuatan mana se'

benarnya bolum diatur dicialem KUHP (Belanda) casu quo psl. 31O. Sehlngge

dengan domlklan keputusan hakim itu bertentangan dengan kotantuan pasal 1

ayat 1 KUHP yang mengatakan: "Tlada suatu perbuatan dapat dipldana ke-

cuall atas kekuatan aturan pldana dalam per-undang-undangan yang telah

ada, sebelum perbuatan dilakukarr".

Dalarn lapangsn kotata n€galaan jiigo serlng terjadi keputussn--keputusan

yang contrs legam, misalnya pada waktu almarhum Presiden soekarno mem'

bontuk kabinet kerja dengan menuniuk seorang warga negara bernama lr'

Soekarno yaitu dlrlnya sondlrl sebagai formatur kabinet. lni bortontangsn do-

ngan pasal 51 / 1 UUDS 1950.

Demlkian luga adat kebiasaan saringkali bertentangan dan mengesamping-

kan unclang-undang. Mlsalnya Keputusan HR 1933 mengenai kasus Dr hewan

yang dltuduh melanggar ketentuan pasal 82 Voewet, yi meletakkan howan

dalam keadaan Vsng mencurigakan. Tetapl dalam pengadilan tlngkat tertlnggi

itu tarnyata p6r'ouatan tertuduh dikecualikan darl ketentuan pasal tersebut'

Karena perbuatln ttu dllakukan tortuduh justru untuk menyelamatkan sapl-

sapi itu, sehingga perbuatannya ltu dlpandang tidak barslfat molawan hukum.

(menurut ajaran materiel mengonai slfat melawan hukumnya perbuatan pidana)'

Dcmiklan juga putusan pengadilan negerl (Landraad) Maros Sulawesl Solatan

tgl 22-9-1931. mengenai perkara seorsng wanlta yang dltuduh telah melaku'

ksn blgaml molanggar pasal 279 KUHP, tetapl oleh haklm ia dibobaskan darl

tuduhan karena ternyata ikatan perkowinannya dengan suaminya yang parta'

rna itu teiah putus/dlputuskan dangan care memborlkan sirlh kepada aucminya

itu, dan ternvata sirih itu dltorlma seita dlkunyah oleh suamlnya itu' Menurut

ksbiassan yar.rg berlaku dikalangan masyerakst ltu, perbuatan sl suami ltu bor-

artl menerlma pormintsan ceral darl lsterinya dan dengan demikian pcceralan

itu telah ierjadl.

Suatu aturan lalah suatu rangkaian ket€ntuan-ketentuan yang sengaja

ditatapkanldibuaiibieh salah satu pemegang kekuasaan negara/bagian-bagl-

annya dsngan tujuan untuk menyol€nggarakan ketertlban dalam pergaulan hi-

dup ber,masyarakat. Jlka rangkalan ketentuon-ketentu8n itu mengatur sustu

lapangan hukum misalnya lapangen hukum pldana, lapangan hukum perdata,

hukum dagang. hukur-n acara pldana dan sebagalnya sscara lengkap dan me-

nyeluruh maka aturan ltu dlnamakan kodifikasl, Darl ksta codex altlnya sama

dengan buku hukum/kitab hukum.

Ccntoh dari kcdifikasi itu ielah : Kitab LJndang-undang Hukum Pidana (KU

HP), Kltab Urrdang-undang Hukum Sipll (l(UHS), Kitab Undang-nndang Hukum

Dagang (KUHD) dan lain-lalnnya.
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Bab ll. Kodifikasl-kodlflkasl' hukum di Indonesia.

Dldalam aturan ketatanogaraan Indonesia dahulu (Htndla Belanda)
yl Wct op de staatslnrlchting van Nederlands lndle {Ned. S. no.2 th. 1gS4)
tldak ada ketentuan yang memerintahkan untuk mengkodlfikasikan hukum-
hukum yang ada di Indonesia inl didalam kltab-kltab hukum. Akan tetapi
dalam aturan itu hanya ada ketentuen yang memerintahkan supaya hukum-
hukum yang ada ltu dltullskan dalam ordonantie-ordonantlo. perintah Ini da-
pat kita llhat pada ketentuan yang tcrdapat dldalam pasal ,!31 ayat I lS
(lndlese Staatsregeling) yang al. berbunyl sbb.

Pasal 131 (1)' uet burgerlljk-en handelsrecht en het strafrecht, zoomede de
burgerlyko rechtsvorderlng en de strofvordcring worden, onver-
minderd de by of krachten d6zo wot aan anderen toegekendc
strafwslg.r.rde bevoegdheid, geregeld by ordonantie

Berbeds dengan ketentuan yang tordapat dldalam uuDs lgso. Didalam uuDS
Ini terdapat sebuah pasal yang terkenal dongan nrma/sobutan pasal kodifl-
kasi yaitu pasal 102 UUDS, didalam pasal lnl pembentuk undang-undang
dlperlntahkan untuk mengatur lapangan-lapangan hukum yang 8da ltu dcngan
undang-undang dldalam kltab-klrab hukum (codex), kocuail jlka dtanggap
prrlu untuk dlatur dldalam undang-undang tersendiri. pasal 102 ggpg 1r,
bunyinya adalah sbb.

Pasal 1O2. Hukum perdat! dan hukum dagang, hukum pidana sipil maspun
hukum pidana mlliter, hukum acara pordata maupun hukum acara pldana
susunan dan kekuasaan pengadllan dlatur dengrn undang-undang dalam kltab
kltab hukum kecuall jika pcngundang-undang menganggap perlu untuk meng-
atur beberapa hrl dalam undang-undang tersendlrl.

Akan tetapi meskipun didalam undang-undang dasar klta (yang sekarang su-
dch tak berlaku lagi) itu ada perfntah yang dltujukan kepade pembentuk
undang-undang untuk mengkodiflkastkan hukum-hukum yang ada.tnl, na-
mun semenjak perintah itu dlkeluarken atau scmonjak UUDS ltu mulai berlaku
bahkan semenjak negara klta meneapai kemerdekaan hlngga sekarang tnl, be-
lum satupun kltab hukum (kodlfikasl) yang sudah dapat dlbuat oloh pem-
bentuk undang-undang klta. sebaliknyr mesklpun dldalgm indtsche staatsrc-
gollng tidrk terdapat perintah mengkodlflkaslkan iapangan-topangan hukum
Itu, namun sudah banyak kltab-kitab hukum/kodlflkasi yang sudah dlbuat
sebelum negara klta merdcka yaltu semasa pcmerintahan Hindla Betanda da-
hulu, mesklpun sebahaglarn bcsar darl kitab-kltab hukum itu adalah jiplakan
darl kodlflkasl - kodlflkasl yang ada dlnegerl Belanda dan kodiflkasi-
kodlfikrsl ltu adakalanya khusus dlperuntukkan bagi golongan rakyat Hlndla
Belanda yang tergolong ras Eropa, adakalanya hanya untuk golongan rakyat
asll (Buml putora) dan iuga ada yang berlaku bagl semua golongan-golongan
rakyat yang ada dl Hindla Bolanda itu. Bcrblcara mengenat golongan rakyat
Inl, dahulu di Hlndla Belandailndonesla lnl rakyat dlgolong-golongkan dalam
tlga golongan (vlde pasal 1og baru Regcrlnhs Regelmcnt/RR yang kemudlan
mcnjadl pastl 163 lS). yl : 1. Golongan Eropah.

2. Gol, Timur Asing, dan
3. Golongan Bumlputcra
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Terhadap masing-masing golongan inl berlaku systlm hukum yang barbeda-
boda pula, yaitu untuk golongan Eropah berlaku systom hukum yang berasal
darl nsgeri Belanda (bordrsarkan asas konkordesi). sedang untuk gclongan
Tlmur Asing drn golongan Bumlputera berlaku hukum adatnya maslng.masing.
Keaneka ragsman dalam system hukum yang berlaku bagi maolng.maslng
golongan inl memang dimungkinkan oleh kotontuan pasal 131 lS.

Kltab-kltab hukum yang dibuat somssa pemerlntahrn Hlndla Belanda
dengan menaulrdrn kitab-kitab hukum (yang baru) dl negerl Belanda !6ptrtl
yang dlslnggung dlatas sebahaglan besar dibuat dan mulal berlaku pada tahun
1848 dan yang tsrakhir dalam lapangan hukum Pldana dlbuat pada th. 1915
Kltab-kltab hukum ltu humplr somuanya berlaku hlngga saat klni (32 tahun
sotelah negara klta mencapai kemcrdokaan), mesklpun dengan berbagai ma-
cam porubahan-perubahan untuk dlsesualkan dongan keadean nogara kita
sebagal negara yang merdeka dan berdaulat penuh. Tentu saja kltab-kltab
huhum ltu untuk ma*a rnaea sekarang In! sudah out of dote (ketlnggalan ja-

man) walaupun dlsana sinl tolah diadakan perubahan-perubahan untuk disa-
suaikan dengan keadaan, den nyatanyo memang islnya sudah banyak yang

tldak sesurl lagl dcngan porkembangan hukum yang berlaku dlkalangan ma-
sarakat kita dewesa inl, dan karenc itu perlu s6lakas mungkin dlganti dangen
yang baru. Adapun dasar hukum berlakunya kiteb-kitab hukum itu untuk
saat sakarang Ini lalalr aturan*Bturan pcrallhan yi pasal ll aturon peralihan
UUD 45 jo psl 142 UUDS 1950 jo psl 192 KRIS jo psl il eturan peralihan
UUD 45 jo psl 3 Undang-Uncang no. 1 Balatentara Dai Nippon th 2602 (19421.
Adapun golongan-golongan rakyet lndonesia sepcrti yeng dlterangken daiam
pasal 163 lS tari paCa waktu negara klta telah mencapal kemordekaannya
tctap dlakui adanya scbagal 6uatu kenyatsan yang tak dapat dlungklrl (soba-
gal suetu fait sccompll) vlde pasal 25 UUDS 1950.

Adapun yang dlmaksud dengan kltab-kltab hukum yang baru dlnegerl
Brlenda itu ialah kltab-kitab hukum yang dlundangkan dan rnulal borlaku
pada tgl 1 Oktober 1838, Sebonarnya rancengan-rancangan dari kitab-kltab
hukum ltu sudah selesai dibuat paCa th 1830 dan telah siap untuk dlundang-
kan, dsn dangan dasar asas konkordansl rancangan kltab-kitab hukum yang
baru itu akan dlterapkan dl Hlndia Belanda, dan untuk lceporluan t6rsobut
dlkirlmlah soorang sarjana hukum darl negerl ts€landa ks Hindla Bolanda yl
Mr. Hogeman dengan tugas tr. Sobagal kotua pengadllan tertinggl dl Hlndle
Bolanda yi Hocggorachtshof dan 2. rnemperslapkan rancangan undang-undang
yang baru untuk Hlndia Belanda berdasarkan rancangan uu baru yang tclah
slap diumurnkan dinegerl Belanda itu, Akan tetapi pengumuman/pengurrdangan
kltab-kltab hukum yang 'oaru itu mongalaml penundaan boborapa tahun karena
adanya huru hara yang melanda negerl Belande. Huru hara itu lalah pombron-

takan yang dilakukan oloh rakyat dlproplnsi pallng selatan negerl itu ysng

lngin memlsahkan dirl dari bagian utara dan ingin msnjadi nogara sendiri yang

bebas dan merdeka, Pemberontakan rskyat inllah yang akhlrnya melahirkan
rebuah nogara yang me!'deka yang kita kenal dongan negara Bclgla. Baru
setelah I th dari poristlwa ltu yl tepatnya tgl 1-Oktober-1838 rsncanga

kltab-kltsb hukiim yang baru ltu dapat dlumumkan don mulal berlaku. Ada
pun Mr. Hageman yang dllcirlm ke Hlndla Belanda ltu setolah mcndongar t€r-

ladlnya huru hara dinegerlnya ltu, bellau berflkir bahwa mungkln akan terjadl
pcrubahan-perubahan, dan karena ltu beliau tldak segera bokerja untuk mo'
laksgnaken tugasnya ltu, melelnkan berslkep menunggu sampal k6sdaan/suassna
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menjadr roda kembari. Karona sikspnya yang domikran Inirah agaknya pame-rlntah Belanda maniadl kecewa dan ia kemuiian ditarrk kembari kEneqart Be_landa, dan sebagai santrnva drangkatrah rvtr. schorton ;;";ffi;;;;;,i'lunnun
tugas yang sama. Rupe-rupanys Mr scholten van oud Haarlem tnt terih gtatbekerjanya kalau drbandingkan. dengan orung- y.ng digantinya, skan tetapimeskipun demiklan ia hanya berhasir membluat satu undang-undang sajaserama ia bertugas dr Hrndra Belanda ini, karena_.ia sering menga!amr ganggu-an kcsehararnya (saktt). Kemudian lapun ditartk kembiti k";;;.;; i]trnar.Pada th 1839 dinegerl Belanda Oiangtcailatr oi"l, raja sebuah panityo yangdlberl tugas menyiapkan rancsngan undang_unctang yeng akan diperlakukendi Hlndia Bclanda, dan sebagai ketua darl panltya inl ditunjuklah Mr Scholtenvan Oud Haarlem itu. Deng_an mengutip pcraturon_peraturan yang ada dalapperundsng-undangan baru dinegeri Berand'a rtu dr'usunrah beberapa rancanganundang-undeng untuk Hrndia Beranda sep€ni tersebut dibawah lni.

6. Ketentuan-kstentnan rflarl
oegera diatur.

Samua rancangan-rancangrn yan!
oleh G. G. pada tanggal 3 Des+d
den mulal bsrlaku pada tanggl I

Dangan derniklan semenjak tahr,:
dalam lapangan:lapangan huk,.rr
WVK, hukum acara pridata r"o-itrll
pldana untuk goiongan Eropah y=i
dana untuk golongan Bumipu:e-3

Mengenal I R Inl pade tahur tr941
manya kemudian berganti m+:r.iad
kan Sv dan Rv pada masa penJ.r
saat itu pengedilan u[tuk golc:f,.
setu penEadilan yang berlaku rntr
Jepang, H I R inl liany'a berlaku u
dl daerah luar Jawa dan f\4aC_:-e i
untuk golong$n Bumiputsra br- rk
gelr1est6n 1927 atau dlsingkat :rs

Adapun untuk lapangan liil
dlbuat suatu kltab hukun.kci.flir
berlaku pada saat ltu ialah hrk;:r
yang tumbuh secara liar dtdaran r
lam statuut-statuut Batavia, cl3Ti
juga tordapat didalam aturax-alu
kuno dan hukur"n pidana Ronai,rj :
Koadaaan inl berleku terus sa'r)l3i
lam Iapangan hukum pldana yi ta
kodifikasi kedua yaltu rahur ig12.
dibahas lebih lanjut dalam bab sr

Sadangkan untul< lapangan h:ku.lr
tuan-ketentuan yang terdapat C!J^
yang bersifat sem€nta:.a itu, dal r
ganti dongan R R yang defirftif da
ini lazlmnya dlsebut RR lama, kan
dan inllah yang blasrnya disrbrit
laml perobahan kcmbali paCd re
Indlsche Staatsregslirg ata- cid
fndoncsia. Jadi ::ma;;s. jJD, :jj
Bslanda pada saat it.: cbkar s",ra
darl suatu negaia yaliu nqgr-r Sc

Bab. lll. Urlfikrsl hr.*um p

Dialam brb yan3 trdeir,{m
pidana yang berlaku di InJcreCa
ragam (plurallsme) yeltu disan:h
kum Belan{ia kunc. hukum Rcrrai
berlangsung te:.us sernprl dikelua
tgl. 1O-2-13$6 nc 54 yang diu
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4.
5.

4.
5.
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Regroment op de Rachteriljke organisstie en het boreid cr6r justrtr. ,nIndonesie (peraturan tentang organlsas! dan kokuasar" prr;;lii;; ;;Indonesla),

Algemene bepalingen van wetgevlng voor Indons,clo (Katentuan umumtontang perundang-undangan dl Indonesla).
Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukurn Sipll).
Wetbosk van Koophandal (Kitap Undang_undang Hukum Dagang).
Faillisement verordonlngen (beberapa ketentuan mengenal orang yangjatuh pailit den juga mengsnaihal keadaan tidak *r.pu trrJut,u.ihonnelijk onverrnogen ) seperti mlsalnya pada sursiance pembayoren.

Dan,.untuk membantu gubernur generar di Hlndia Beranda daram meraksanakanp'raturan tadi. drtunjukrah. Mr HL Wrcher persldent Hooggercchtshof. Drsam-olng dua tugas yang dlbebankan kepada Mr Wlcher yrft, _;;;g;;'percidentHof dan sebagal pembantu Gubernui Gensral dalam melakukan peraturan_pe_
raturan tadl juga kooada bellau ditugaskan untuk memperslapkan ,rn"unganundang-undang yang baru guna melengkapl peraturon_p.raturan yang telahada tadi.

Berdasarkan atas tugss tadi maka drsusunrah oreh beriau bobcrape ran-cangan undang-undang yang tcrssbut dibawah inl,

l.

2.

3.

Reglement op de Burgerlyke Rechtsvordering (Rv) yl
acara perdata bagi golongan Erspah pacia hurrt u*n
dan Hooggerochtehof Hlndia Belanda.
Reglement op do Strafvorderlng (Sv) yaitu hukum as6p6 pldana bagt
goicngan Eropah pada pcngadilan-p"nguOii.n frng t"r."uut peda angka1 diatas,

Roglement op de uitoefening van de pottrs, de Burgerryko Rechtspre-glng en de strafvordering' yaltu ketentuan-ket"ntrun tontang hukumacara perdata dan hukum scars pidsns untuk golongan Bumi fuiera padapengadlien-pengadilan Bumiputera (lnlands Riglement).
overgangs Bapallngen ( ketentuan-ketentuan peralihan ).
Kstentuan-ket6ntuan khusus untuk menjanrin supaya perundang_un_
dangan yartg baru berlaku dengan teratur diluar Jawa dan MaCurs.

peraturan hukum
Justltie di Jawa

l
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6, Ketentuen-kotentnan mengenal baberapa masalah pldana yang petlu

cegera diatur.
Semua rancangan-rancang8n yang telah dlsusun tadl kernudlan diumumkan

oleh G.G. pada tanggal 3 Desembsr 1847 didalamstaatsblad no 57thn 1847,

dan mulal bariaku pada tanggal 1 Me! 1848.

Dengan demikian semenjak tahun 1848 ltu tolah ada bebcrapa kodiflkasi

dalam lapangEn-lapongan hukum berdate yaitu B W, hukum dagang yaitu

WVK, hukum acara ilsrdata untuk golongan Eropah yaltu Rv, hukum acars

pldana untuk goiongan Eropah Yaitu Sv, hukum acara perdata dan aoara pi-

dana untuk golongan Burniputera '/aitu I R, dan laln-lain.

Ivlengenal I R lnl pade tshun 1941 diadakan perombakan lslnya dan juga na-

manya kemurJian bergenti rnenjadi H I R (Herzine lnlsnds Reglement). sedang'

kan Sv dan Hv pcda masa pendudukan Japang tldak borlaku lagi. karena sojak

saat itu pengadilan untuk golongan Eropah dihapuskan, sehingga tlnggal ada

s:tu psn3adilan yang berlaku uniuk semus golongan kecuall golongan/bangsa

Jepang, H I R inl hanya berlaku untuk daerah -Jawa dan Madura, sodangkan

dl deerah luar Jaura dan il4adui'a hukum auara pidana dan hukum acare perdsta

untuk gelongsrr Burn!putera bariakulah kctantuan clalam Rochtsregloment Buiten

gelyest8n 1927 atau cilsingket rnenjadi RBg'

Adapun untuk !apangan hukuin Pidena, sampai tahun 1848 itu belum

dlbuat suatu kltab lrul<u:n/kodifikasi, sehingga katena ltu hukum pldana ysng

berlaku pada saat ltu ialah hulcurn pidana yang terdaprt dlborbagai aturan
yang tumbuh secare !!ar dldalarn plakot-plaket Vang kemudian dlhlmpun da'
lam statuut-$tatuut Batavla, ciernikian juga poraturan pidana int€rmair 1848,
juga rerdapet didaianr atu!"an-aturan p!dana yang memuat hukum Belanda

kuno dan hriku'n pidana Romawi dan juga yang tcrdapat dalam hul<um adat'

Keadaaan in! ireriei<u te:'us sampai terbentuknye kodifikagl yeng pertama da'

lam lapangan hukum pldana yi tahun 1866, yang kemudlan disusul dengan

kodifikasi kadua yaitu tahun 1872. (mengonai lapangan kopldanaan lni akan

dibahas labih lanjut dalam bab sslanjutnya).

sedangkan untul< lapangan irukum ketatanagaraan rnaslh t6tap berlaku ket6n-

tuan-ketontuan yang terdapat diclalam Regerlngs Reglament (RR) tahun 1815

yang bersifat sernentat'a itu, dan Dada tahun 1854 R R yang somontara inl di'

ganti dsngan RR yang definltif dan mulai berlakutanggal 1-5-1855. RR1B54

ini laz!rnnya dlsebut RR lama, karena koirudlan dlrubah lagl pada tahun 1920

dan inllah yang b!asenya dlsebut RR baru, Rll bcru lnlpun kemudian menga'

laml perobahan ksmbali pscla tahun 1925 dan narnanys dlgantl monjadi

Indlsche Staatsregeling atau dislngkat lS artlnya ketentuan ketatanegaraan

Indonesia. ,iadi semacam UUD, tapi bukan UUD, kai'ena lndonosla atau Hlndia

Belanda pada sast itu bukan suatu nsgara melalnkan r,tt1u dsersh (jajahan)

darl suatu negara ya!tu ne gat'a Belanda'

Bab. lll' Unlfikesl hukurn pldana di Indonea!s'

Dialam bsb yang terdahulu telah sedikit dlslnggung bahwa hukum

pidana yang berlaku di Indonosla (t-llndla Belanda) dahulu adalah boraneka

ragam (plurellsme) yaltu disamplng statuut-statuut Batavla berleku juga hu-

kum Belancia kuno, hukum Romawl dan juga hukum aclat' dan keadaan inl

bertangsung tarus sampel dikeluarkannya Konlnklyk Besluit (keputusan reja)

tgl. 10-2-taa6 no 54 yang diumumkan delam staatblad no. 55 th. 1866,

rlc



yeng bsrlsi kodiflkasi ysng pertama dalam tapangan hukum pldana dan kusus
berlaku buat golongan Eropah. Keputusan raja inr murar bgrraku tgr, 1-Januari
1866. sedangkan buat golongan Bumiputera masih tetap berloku h-ukum odat-
nya sampai dlkcluarkannya ordonantie 6-Mel-1972 

'yang 
dlumumkan dalam

staatsblad no. 85 th, '1872 
dan mulal berlaku tgl. 1-1-ig73" ordonantle

lnl mcmuat ketentuan hukum pidsna yang kusus dilerrekukan bagi gorongan
Bumlputera.

Akan tetapl dongan dikeruarkannya dua aturan hukum prdana tadi trdak ber.
artl bahwa koanekaragarnan dalam lapangan hukum pldana ltu segera berakhir
sebab nyatanya dlsamprng dua poraturari hukum prdana tadr masrh t€tap ber-
laku hukum adat bagi golongan Bumiputra yang justlslabel pada pengadilan-
pengadllan swapraja dan pengadilan adat. Bahkan dalam rancanga-n Kitab
Undang-Undang Hukum pldana yang komudlan yaitu rancangun yurig berasal
dari Sllngenbcrg yang dlmuat clalam Konlnklyk Beslutt tO. t2_4_1g9g .r, aa
dan dlumumkan dalam staatsblad no. 17s th. 189g tutJpi tiorto sempat ber-
laku ltu (karena sogara digantr dsngan fancsngan yang baru) ,.nurih turup
melangsungkan keadaan yang dahuru itu, karena rancangan dari sringenberg
Itu berisl kstentuan hukum pidana yang kusus diperlakukan bagl girongan
Eropah' semula rancangan inr drmakeudkan akan drperrekukan sorempak ber-
sama-sama dengan rancangan KUHp bagl golongan Bumlputera yang masih
akan disiapkan/dlbuat, tetapr karena menteri rnberg menghendakl supaya un-
tuk Indonesla dibuatkan sEtu rancangan KUHp yang bJrreku untuk semua
golongan, maka rancangan dari sringanberg tsdi tid;k samper drparrakukan
dan demlkian juga rancangan KUHp untuk gorongan Bumtputora trdak jad)
dlbuat.

Untuk mercailslr maksud dari ment€rr inborg rtu maka drbcntukran sc-
buah panltya yang diberi tugas monyusun rancangan KUHp untuk ssmua
golongan dl Indonesra, den pada th. 1919 panrtya Inl terah dopat menyeresal-
kan tugasnya dengan bark sehingga terwujudrah rancangan KUI-rp seperti yang
dimaksud, rancangan mana komudion disahkan dongan keputusan raja ( Konrn-
klyk Besluit) tgl. 1b-1o-19'rb no. 33 dan diumumkan drdalam staatsbtact lgtb
no' 752, mulai beiraku pada tgr. 1-Januarr-ig1B. Aken t6tap! mesklpun
maksud untuk mempsrlakukan sebuah KUHp unruk semua golongan yang ada
dl lndonesia itu terah berhasil, tetapi inr berum berarti bahwa keadaan hukumpldana dl Indonesia tetah diseragamkan (dlunlvlsear) semuanya, sebab disam-pllg-5uHP 1915 ltu juga masrh digunakan hukum pidana maierier darr hukum
adrt oleh pengadilan swapraja bagr samua kawura-kawura swapraja drsaruruh
lndonesle, kecuall daorah swapraja yogyakarta, surakarta dan Mangkuncgaran
(karona dl tlga daerah inr pengad!ran-pongadiran swapraja menurut ordonanti
7-1-1902 st. 1903 no' B_ya.ng diubah dengan st. 1933 no.442 wewenang-
nya hanya terbatas pada keluarga-keluarga raja yang sedarah dan ssmenda
sampal pupu ke empat dan pegawal tertinggl daerah svy6praja. sedangkan
kawula swapraje lalnnya tcrnrasuk juriodlksl derl haklm-hakim-gubernement)
Domlkian juga pada pengadllan-pengadilan prlbuml masih berlaku hukum adat.
(vldo pasal 3 psraturan tcntang peradilan pdbuml St.1gg2 no. g0).

Pcngadilan-pengadllan Swapraja ltu pada umumnya terdapat disoflap
daerah swapraja drseruruh Indonesrs, kecuali daerah svy6praja paku Araman(Jawa) dsn daorah Swapraja ponttanak (Kal. Bar), .tur.nu' aitJrl 

'Aaurun

swopraja lni hanya ada pengadiran gubernemot saja. sodang pengadiran-
pengadilan Prlbumi tordapat dl luar Jawa dan Maduia yaltu laorah'-daorah
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y8ng rakyatnya (bumlputera) tldak diadlll oleh pengadllan'pengsdllan guber'

nsment eepertl yang dlkatakan oleh pasal 130 lS" Bahwa dimana saja rakyat

bumiputera tidak dllangsungkan dalom poradilannye sendirl di Hlndla Belanda,

poradllan dllokukan atas nama raia.

Mengonei keinginen/cita'cita untuk menyeragamkan (univlkasi) hukum

Pidana bagl soluruh rakyat dN Indonesla itu sebenarnya tolsh lama adanya,

tetapl karena barbrgal macarn ssbab rnaka clta-clta ltu bolum prrnah tarlak-

sana. fvllsalnya saja pada zaman Voc (awal abad 17) cita.cita itu sudah ada

dan diwujudkan dalam bentuk rnemporlekukan hukum pidana Eropah yang

terdapat didalam plakat-plakat/ordonantie.ordonantie yang kamudlan dlhlmpun

didalam statuut-statuut Batavla ltu untuk semua rakyat yang bortompat

tlnggal dikota Jakarta dan sekitarnya (daorah-daarah yang secara de facto

dlkuasal oleh Voc pada saat ltu), akan t6tap! ksrena sulltnya hubungan lalu

llntas maka badnn-badan pongadilan dl kota Jakarta t!dak mampu memcrlksa
porkara-porkara orang-orang yang tinggal diluar kota torsebut, dan karena itu

maka mareka-merel<a lni dlbiarkan mengikuti hukum adatnya, dan plakatl

ordonangi tadi praktis hanya berlaku di kota Jakarts saja, Dsn ueaha ter-

akhir yang telah dapat dliakukan oleh pernerintalr Hlndla Balanda untuk mo-

wuiudkan clta-ciia univil<asi hukurn Pldana itu ialah dengan dibuatnya sobuah

kodifikasi pada tahun 1915 yaitu Wetbcek van Strafrecht yang berlaku untuk
sernua golongan dan sopertl telah diterangkan diatas bahwa dengan berlaku-

nya WvS itu duallsta dalam huku'n pldana ba!u,n dapat dlahirl, karena

disamplng wvs itu maslh berleku juga hukum adat dl pengadilan-pengadllan

Swapraja dan plngadilan-pengadilan Pribunri' Bahkan bukan hanya dl penga'

diian-pongadllan S'r.rapraja dan Fribumi {adat) sajs hukum adat ltu maslh

dlgunakan, tetaJi dl nsngadilan-pengadilan gubernemont sendiri sebenarnya

hukum adat itu maslh serlng digunakan sloh hakim dalam pertlmbangsnnya

untuk menlutuskan suatu perkara pidana. Sebagai contonya iatah putusan pe-

ngadilan negori (Landraad) Maros (Sulawesi tanggal 22-9-1931, mengenal per-

kara seoreng wanlta yang ditutjuh melakukan bigami, ia dipersalahkan melang
gar pasal 279 Wv.S, yaitu kawln untuk keduakali, padahai ia masih dalam

lkatan perkawinan dengan sdamlnya yang psrtama. Tetapi kemudian la dlbe-

baskan oleh hakiin kareira ia dapat membuktikan bahwa sebelum kawin yang

kedua itu ia telah msrrriflta carai kepada suarnlnya yang pertama secara adat.

Yaltu dsngan cara memberikan sirih kepada suamlnya dan sirlh itu dlterlma

serts diletakkan dimuka teinpat dud:knya. Menurut adat daerah inl parbuatan

suaml ltu mempunyai arti bahwa psrmintaan cerai lstorlnya itu la terima
totapi dengan permlntaan supaya anak-anak ikut sang suami. Jika mlsalnya
sang suaml itu laiu Inongunyah sirih itu, maka itu b€rartl pemintsan cerai
sang istsrl itu diterirna dan juga anak-arrak diserahkan kepada isterinya.

Contoh ialnnya ialah putusan Pongadilan negeri (Landraad) Amuntal tanggal
8-3-1929. Mengenal poristlwa penganleyaan hewair. Tsrdakwa'terdakwa dl'
tuduh rnelakukan penganiayaan hewan yaitu membunuh seekoikerbau dongan
menggunakan tusukan tombak, dipersalairkan molanggar pasal 302 WvS.

Para t€rdakwa itu kemudian diputusken psrkaranya oleh lrakim dongan putu-
san dllopas darl tuntutan pldana, dengan pertirnbangan bahwa porbuatan para

terdakwa ltu lalah untuk rn3menuhi keharusan yang dltuntut olch adat kebia'
saan suku bangsa Dayak dalam upacara'upacara kematian. Maksudnya supaya

dangan .darah yang keluar dar! luka-luka tusukan tombak tadl itu dapat dl-
g':nakan unluk rnengecat tengkora!(-tengkorak keluarganya yang telah mo'
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nlnggal dunla. Jadl perbuatan para terdakwa ltu rnerupakan bahagian dari
upacara pengorbanan yEng mompunyai dassr-dasar keagamaan dlkalangan
suku bangsa Dayak. Adapun sebab-sebab masih bcrlakunya hukum adat da-
lam lapangan pldana bagi golongan Bumiputera itu antara lain :
1. Karana ketentuan pasal 130 I S (seperti yang telah disabutkan dlatas)

memang memberikan kemungklnan domlkien.
2, Karena pengaruh darl keaneka ragarnan hukum sipll d! Indonesla clulu

menyebabkan haklm-haklm ( pada pengadllan-pengadllan Landraed )
dalam mempertimbangkan putusan mengenai perkara-perkara pldana
yang berhubungan €r6t dengan hukum slpil (seperti dalam contoh-con.
toh tadl,) torpaksa menggunakan juga hukum adat (bagi golongan Bu-
miputera) demi untuk mencapai keadllan. Sikap hakim yang demiklan
ini tcrutama dlsebabkan pada umumnya para hakim dl Indonosia inl me-
nganut pendlrian yang materlel mengenenai cifat molawan hukumnya
porbuatan pidana khususnya dalam seg! yang negatif.

3. Karona dlkatangan sarjana hukum maupun pongussa Belanda di lndone-
sia dahulu terdapat pertentangan hebat mengenai perlunya hukum adat
itu totap dlpertahankan berlekunya bagi rakyat-rekyat Bumiputei.a.

Memang dldalam pasal 131 lS scndiri tldak ada mengharuskan uniflkasi bagl
hukum-hukum yang borlaku dl lndonesia, pasal itu hanya memberlkan ko-
mungkinan uniflkasi itu, Artlnya Pembuat undang-undeng dapat membatasi
berlakunya ordonantle-ordonantie itu hanya untuk golongan tertentu et6u ba-
glan-bagian darl golongan ltu atau daerah-daerah tortentu dan dapat juga
memperlakukannya untuk semua golongan-golongan itu bersama-sam&. Da-
lam kallmat kedua pasal 13'l o-vat 1 | S itu dikatekan antara lain.

. De rogoling geschiedt het zy uoor alle at eenige bevolkingsgroepen
of ondordoelen daarvan of gebiedsdeelon gezamanlyk, hotzy voor een of mser
dler groepen of deelen of zonderlyk.

Pada waktu pemerlntah Hindla mengahiri liayatnya karena datangnya
bala tentars Dal Nippon (sdr tua klta, kata orang) duallsma hukum pldana
Itu tetap ada, dan WvS 1915 itupun tetap dllengsungkan berlakunya oleh
penguasa Jepang dl Indonesla ini dangan undang-undong no. 1 Balatentara
Dai Nippon tehun 2602 (tahun 1942 M) pasal 3. tatapt dengan mengalami
porob8han-psrobahan oleh penguaea Jepang ltu dan dinyataR,an mulat berleku
lagi tanggal I Maret 1942.

Pada waktu Indonesia telah mencapal kemerdekean keadaan dualismc
dalam lapangan hukum pldana ltu tldak jugr segora berahlr, Bahkan pada
tanggal 26 Februari 1948 saat mulai berlakunys porsturan hukum pidana Rl
yaltu UU no. 1 tahun 1946 dl saluruh Indonesla inl tidak hanya berlaku dua
system hukum dalam lapangan pidana melalnkan tiga mecam.hukum pidena
(pluralismo). Tlga macam hukum pidana yang berlaku dl lndonesla itu yalah:
1. System hukum yang terdapat dldalam UU no, 1 tahun 1946, yaitu WvS

yang berlaku tanggar 8 Marat 1942 yang sudah diadakan Barubahan-
oleh pemerlntah Rl yang (de jur6) borlaku di drerah Jawa, tuiadura dan
sumrtra. Dan peraturan-peraturan laln yang dibuat oleh pomsrlntah Rl al
seportl yang tersebut dlbawah inl.

a. uu no. 20 tahun 1946 yang berrsi penambahan satu macarn hukunian
yaltu hukuman tutupan pada pasal 10 KuHp. Hukuman tutuosn ltu
maksudnya ialah hukuman/pidana yang diperuntukkan bagl orang-orang
yang melakukan perbuatan pidana karena terdorong oloh maksud.maksud
yang patut dlhorrnsti, l\/llsalnya kejahatan politlk.
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Jedl dislnl jeles bahwa dlsa
tussn cisrl psmlmpln yang berwlt
pasal ajaran-ajaran yang harus dl

Arti kekuasaan mengajar ya
plrsatusnnya, yaitu menjelaskan t
dengan pestl (yaitu sehlngga trl
seluruhnya.13)

Elan mongenai kelcuassan
sebegal penghulu dan l(epala uml
nya, Oleh karena ltu lurls Canonir
kurang diperhatlkan. ltulah sebabtr
gereja, yang ada dan harus diteatl

Di flhak laln yoltu protestar

dltekanken dan tldak merupakan p
yaltu tentang kewibawaan yang br
yang berdasarkan Atklteb, wlbawa
dengan Tuhen seperti Ini tldak bet
sabaga! gantlnya"

Berbeda dengan Kathollk, c
hukum gereja dengan etlk, Sum[q
dek tercantum pasal-pasal yang n

9alarn hal Inl E, Ssufer dalar
borlkut :

momEng Potrus ma
Petrus eelaku pengantara ha
bagal pengantara.
. . , kedudukan Petrus add
geredja dan polajanan". Jan
sendlri, gorodja memellhara
pelaksana dengan mufakat n

Dcngan demikian jelaslah t
kewlbewaan pemlmoin yang tradld

Oleh karena ltu tsrdipatlah
yaltu :

1. Slstlm Eplskopal, yang dianr
mengakui adanya jabatan ya
Paus sebagal kuasa tertinggl.

2. Sietim Presbiterla!, yang dia
kan adanya kowibawaan tsd

IV. Pandangan Gereja dalam Cara Pc

Dl muka tolah dijeiaskan h
ketentuan yang deflnitip. Sehingga
pemakalan tradlsi. Bagi Roma Katlr
wal seluruh hldup koagamaan. donl
kan bagl Protestant sebaliknya me*
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b. UU no, 1 tahun 1943 yang manyarnakan "tyd van ocrlog" dengan
"keadaan bahaya",

c, Pereturan Psm*rlntah no. 27 th 1948 yang berlsi tentang kejahatan
yang dilakukan daiam keadaan bshaya yang dapet dijatuhl pidana

matl. dsb.

2. Systern hukum yang terdapat dldalam WvS 1915 (sebelum diadakan
. parobahan oleir pomerintah Jepang) dengsn sogala perubahan-perubahan

yang dladakan oieh pemerintah Belanda yang berl<uasa kembati diluar
daerah Rl iama/ didoerah pras foderal, misalnya;
a, St 1945 no 135 yi peraturan hukum pidena dalam keadaan perang

yang al beris ket+ntuan-ketantuan (1i. monambahkon boberapa larangan
baru berhubung dengen adanya "tyd van oorlog" (keadaan perang) tsb.
dalam pasal-pasal : 2. 3, 5 dan 6 (2)' Mongadaken perubehan an-
carnan pldana (di perbarat) pacla beberapa pasal tertentu dalam WvS
al ada yang sampal sncalnan pidana nrail. (3). Peraturan Ini Lrerlaku

surut sampal tgl 1O Mel 194O.

b. St. 1946 no 76 yang nrengadakan Psrobahan pasal 71 WvS.

6 St. 1947 iro. BO yang mengadakan perubahen pasal 171 WvS.

d. St, 1948 nc. '169 yang menambahkan beberapa pasal pada WvS. Pasal.
pasal baru itu lalah pasal 159 a, 159b dan pasal 335 ayat 3.

6. St, '1948 no. 224 yang mengubah porl<ataan Nederladsche lndie
meniadl lndonesla;

f. St. 1949 no, 1 yang merobah ancamen pidana pada pasal 418 WvS.

3. Dlssmplng dua system hukum tadl maslh berlaku hukum adst terutema
bagl orang-orang yang justlslab6l pada pengaclllan-pongadllan swapraja
dan oengadllan-pengadiian AdEtlPrlbuml.

Mengenai pangadilan-pengadllan Swepraja dan Adat ltu didalam UU
darurat ns. 1 th. 1915 pasel 1 ayat 2 dikatakan sbb.
Pasal 1. (2). Pada saat yang berangsur-angsur akan dltentukan olch monterl

Kehaklman, dlhapuskan :
e. Sogala pengadiian Swapraja (Zolfbastuurrochtpraak) dalam nogara

Surnatia Tinrur dahulu karasidenan Kallrnantan dahulu den Negara
Indonesla Tlmur dshulu, . . . . . dst.

b. Segala pengadllan Adat (lnlrosmss rechtspraak In rechtstreoks bss-
tuurdgebled), . . . . . dst.

Jacil samonjak saat torsebut pongaCllen-pengadilan yang tersebut tadl akon
berangsur-angsur dlhapuskan oloh mentsrl Kehaklman. Akan t€tapl Inl rldek
berartl bahwa hukum adat yang barlaku di pongadilen-pengadllan tsdl iuga
ikut dlhapuskan, sebab dldalam pasal 5 ayat 3 huruf b UU Darurat no. 1
th. 1951 ltu dlkatakan al. :

Pasal 5. (3). b. Hukunr materlal alpll dan untuk somantara waktu pun hukum
materiel pidanu siitiL yang sarnpal klnl barlaku untuk kawula-kawula
daa:'ah Swapraia dan oreng-orang yang dahulu di.rdili oleh penoadllan
pongadllan adat, ada tstap berlaku untuk kgwula-kawula dan orang'

orang itu dcngan pangeitian : bahwa suatu perbuaton yang monurut
hukum yang hldup harus dipandang sotrsgal perbuatan pldane, tetapl
tiada bondingannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pldana Slpil,
nraka dlanggap diancam dongan hukuman yang tidak lebih darl tlga
bulan rranjara dan/atau denda limaratus ruplah, . ' ' . dst.

JI



Dengan mernaharri koterituair i:rasel tsdi" meka klta dspai mengetahul bahwa
koanckaragaman dalam lapangen hukum pidane di indonesia ini sampat tehurr
1951, seat dimana nogara klta sud*h senrpat mengalarni tlga kall pcrgantisn
bentuknya, yaltu darl i:entuk negara kesetuen 1g4b manjadl nogara Indonesia
sarlkat (Faderasi) rh. 1949 dan ksmudian menjad! negara kesatuan kembali
pada tahun 1950. belurn juga borakhlr. Keadcen ftu bsril berakhlr samE se-
kali pada tgl. 29-s@ptember-1958, yaitu saat nru!ai berlak"unva UU no. 73
th. 1958 yang dlundangkan dalarn Lemharon hlogare na 127 rh. lgbs uu 73
th' 1958 lnl adaloh UU teniang rn,:nyaiakan Lrerlakunya UU no. 1 th. 1946 Rl
tentang poraturan hukunr pidana uniuk seluruh wllayeh Rapubilk Indonesia
dan mengubah l(ltab Uncieirg-Undang i{ukum pldana.

sodangkan UU no. 1 th. 1946 ltu $epertl telah klta blcarakan dletas adolah
menunjuk kepada wv-$ yang berlaku pacia tgl B-fuiar*t-Jg42 dengan peru-
bahan-perubahan el. : '1. Mengganti nama Nederlands !ncfio menjatli Indonesla
(psl. 3) 2, Menggantl nanra wstboek van stiafrecht voor Incionesie nrenjadl
wetboek van strefracht dan dapat dlseblrt r{iiab ur;dang-unrlang Hukum
9j$a>a $,r'r!. $) !- \!nar:gga:>1} ps:5*1a*> 5$ee,an)*p$-+D,"*\erler," ,rreajadi lrirarga
negara Indonesla (psl. 7) 4" Mengganrl perkataan Koning (raja) menjadi .pre-
siden, 5. Menghepuskan pasal*pasal yang iidak sesual dengon kondisi Indo-
nesla sebagal negare yang mErdeka elsb.

Dengan dlnyatekan berlakunya uu nc. 1 th. 194$ sehegal s€r_il-;e:unya par-
aturen hukum pidana yang berlaku dlselu:ruh InCcnosia itu maka s6mua
atu!"an-atur8n perubahan yang diadakan oleh penrerlntah Rl terhadap KUHp
sesudah tgl. 26-Februarl-'1946 (sant mulal berlakunya uU no. 1 th" 1946)
tldak berlaku lagi, demiklan juge pereturan-peraturan peru!:ehan terhadep
WvSl yang dladakan oleh pemerintah (penduclukan) Bolanda tidek berlaku
lagl, pun juga hukum adat (pidana tidak dapat diperlakuken lagl (rneskipun
dldalam psl' 5 ayat 3 huruf b UU dar, no i th 1981 dlnyataken masih be!"Ja-
ku). Hai ini berhubung dengan :

1. Ketentuan pasal 1 ayat 1 KUHF yang r*enghar.usken semua perbuaten
pidano ltu cilatur didalam undang-undang sebolum dilakukan orang. inl.
berarti bahwa p€rbustan-perbustsn yang menurut hukurn adat tlinendano
sebagai perbuatan Piclane, tapi belurn ada katentusnnya dalam undangl
undang, tidak dapat dipandang sebaga! perbuatan pldana !agt.

2. sebagal konsskwens! dari dari ad 1 ltu nraka ketentuan pasar 5 ayat 3
huruf b uu dar no, 1 th. i9b6 sudah trdak sesuai regi dengan asas yang
terkandung dldalam pasal 1 ayat 1 KUHp ltu.
Lagi pula dengan telah ditulisnya semua peraturan pldana ltu rnaka segl
positif-deri ajaron rncterle! rnengene! slfat melawan hukurnnya perbuatan
pidana sudeh tidak mempunyai arti lagl dalarn repangarr hukum pidana.

Dengan dernikian semenjak berlakunya UU no.-?3 th. lg5g_yaitu tgl. 2e-
Sep-iamber 1958 bGilakulah univikas! (dide!arn lepangan trukum pidane; yang
sudah lama dlcita-citakan dan memang merupakan kebutuhan dari seluruh
masyarakat itu, Dan k8r€n8 ltu pula maka UU no. 78 th. 1g5g ltu d6pat klta
sebut undang -- undang unlvlkssl hukum pldana.
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